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BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG 

TAHUN 2021 NOMOR 16 

 

PERATURAN BUPATI BANTAENG 
 

NOMOR 16 TAHUN 2021 

 
TENTANG 

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BANTAENG, 

 

Menimbang :       a.  bahwa tarif Retribusi Menara Telekomunikasi telah diatur 

dalam Peraturan Daerah Kabupten Bantaeng Nomor 2 

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Bantaeng  Nomor 9 Tahun 2011 

tentang Retribusi Jasa Umum ; 

b.  bahwa berdasarkan  Ketentuan Pasal  155 Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah, Peninjauan Kembali tarif retribusi ditetapkan 

dengan Peraturan Bupati; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Menara 

Telekomunikasi. 

 

Mengingat :        1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi ( 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 

74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1822 ); 

2.   Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

3.   Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) 

4.   Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049); 
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5.   Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan    Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

82, Tambahan Negara Republik   Indonesia Nomor 5049); 

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan ; (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 183, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

6.   Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah 

diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

7.   Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Negara Republik 

Indonesia Nomor 4594); 

8.   Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

9.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai 

mana telah diubah beberapa kali, terakhir   dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 Tentang 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun           

2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana    

telah diubah beberapa kali terakhir dengan  Perda 

Kabupaten         Bantaeng  Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Kedua      Atas  Peraturan Daerah 

Kabupaten Bantaeng Nomor 9   Tahun 2011  tentang 

Retribusi Jasa Umum (Lembaran  Daerah Kabupaten 

Bantaeng Tahun  2020 Nomor 2); Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten  Bantaeng Nomor 28  

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 

2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 

2010 Nomor 4). 
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12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 

2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Bantaeng Nomor 6) Sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 

2020 tentanng perubahan atas Perda Kabuaten Bantaeng 

Nomor 5 Tahun 2016 tentan Pembentukan dan Sususnan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng 

Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Bantaeng Nomor 34; 

 

MEMUTUSKAN: 

    Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF 

RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI  

      BAB 1 

     KETENTUAN UMUM 

      Pasal 1 

     Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng; 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Sebagai Unsur 

Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Bantaeng; 

4. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan 

Daerah Sebagai Pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu 

yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah 

untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan 

5. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut 

Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan 

Pembayaran retribusi, termasuk Pemungut atau pemotong retribusi 

tertentu 

6. Retribusi Pengendalian atas Menara Telekomunikasi adalah adalah 

pungutan yang dikenakan atas pemanfaatan ruang untuk menara 

Telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata raung, Keamanan 

dan Kepentingan Umum. 

 

BAB II 

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI 

Pasal 2 

  Tarif Retribusi Menara Telekomunikasi dalam Pasal 28 Peraturan Daerah 

Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga  atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Jasa Umum diubah dengan Besaran Tarif sebagaimana tercantum 

dalam lampiran Peraturan Bupati ini,  
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BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 3 

  Peraturan Bupati ini  berlaku pada tanggal diundangkan. 

  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Bantaeng. 

   

 

        Ditetapkan di Bantaeng 

        pada tanggal 4 Januari 2021  

 BUPATI BANTAENG 

Cap/ttd. 

ILHAM SYAH AZIKIN 
 

Diundangkan di Bantaeng  

Pada Tanggal 5 Januari 2021 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG 

  

  
  

 

ABDUL WAHAB 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG 

TAHUN 2021 NOMOR 16 
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LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANTAENG 

      
NOMOR : 16 TAHUN 2021 

      
TANGGAL : 4 JANUARI  2021 

      

TENTANG : PERATURAN BUPATI TENTANG 
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI 
MENARA TELEKOMUNIKASI 
 

TARIF RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI 

No 

Tarif Baru 

Ket 
Komponen Volume Hari Biaya Jumlah        Rp. 

1 Transportasi 1 Tahun 37      1,300,000        48,100,000  
a. Jumlah menara sebanyak 55 unit 

2 Uang Harian 3 Orang 37    500,000.00        55,500,000  
b. Jumlah Petugas Pengawas 

sebanyak 3 
orang/kunjungan/menara 

3 ATK 1 Tahun -      8,250,000     8,250,000.00  
c. Jumlah pengawasan sebanyak 3 

menara/hari 

  - Total biaya operasional / tahun     111,850,000  

d. Jumlah kunjungan ke 
menara/pertahun = 55 menara x 
2 kali kunjungan/tahun = 110 
kunjungan 

  - Biaya rata-rata tarif /menara/tahun 55 menara         2,033,636  

e. Jumlah hari kerja/tahun = 110 
kunjungan/3 menara/hari = 37 
hari kerja 

  - Pembulatan tarif / menara / tahun / tarif tunggal 
        2,035,000  

    

 
 

     

 
BUPATI BANTAENG, 

         

         

      
ILHAM SYAH ASIKIN 
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